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PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 21 TRHUN 2ccq
TENTANG

ANGGARAN PENGAMANAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang ' a&. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2007 dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 5 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2009 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk
keadaan untuk membiayai pengeluaran belanja yang Dbersifat
mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
halum tersedia angoarannva, vang selaniutnva diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD:

b, bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Pemerintah
Kabupaten Banyumas belum tersedia anggaran untuk kegiatan
Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
dalam APBD Induk Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009;

¢. bahwa menunjuk Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal
10 Maret 2009 Nomor 270/711/SJ perihal Bantuan, Fasilitas dan
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2008 maka Pemerintah Daerah yang belum
menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dapat
menggunakan belanja tidak terduga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka periu menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2009,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;



10.

j

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Paranaokat Daerah (l emharan Meaara Renublik Indonesia Tahun
2007 Nomor B89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor
80 Tahun 2008 ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Bantuan dan Fasiltasi Pemerintah Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
MNomaor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tshun 2008
Nomor 2 SeriD) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupatén
Banyumas Tahun 2009 Nomaor 1 Seri A) ;



Menetapkan

15, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ANGGARAN
PENGAMANAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2009 .

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten
Banyumas ;

3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politikk dan Perlindungan Masyarakat
adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Banyumas

5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu Presiden dan
Wakil Prasiden Tahun 2009,

Pasal 2

Kegiatan pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009 dikategorikan sebagai belanja untuk keperluan mendesak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2000.

Pasal 3

Sebagai dasar pelaksanaan anggaran, Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas terlebih dahulu
menyusun Rancangan Kerja dan Anggaran kegiatan Pengamanan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 untuk dijadikan dasar
pengesahan DPA-SKPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Besamya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar
Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) bersumber
dari :

- Pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.200.000.000,00 (Satu
milyar dua ratus juta rupiah);

- Pos uang kas tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah sebesar
Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).



Pasal 5

Pengelolaan anggaran kegiatan Pengamanan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 20089 Pemerintah Kabupaten Banyumas
berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar
pengeluaran untuk belanja kegiatan Pengamanan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 0 7 JuL 2009

BUPATI BANYUMAS,
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